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Provinsi Kalimantan Selatan.

Menindaklanjuti surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Rl Nomor 9339/D.4/04/2024, tanggal 03 April 2024, Hal
Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,
bahwa pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan perekonomian nasional/daerah
yang diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para
pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta meningkatkan penggunaan
produk hasil dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berkaitan hal diatas Pemerintah Daerah ditargetkan untuk merencanakan,
mengalokasikan dan merealisasikan 95% dari anggaran belanja barang/jasa pada
APBN/APBD untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) serta 40%
menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (UMK-K) dari hasil
produksi dalam negeri, maka kepada kepala SKPD agar mengumumkan seluruh
belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dengan mengalokasikan 95% dari
anggaran belanja barang/jasa pada APBD untuk menggunakan Produk Dalam
Negeri (PDN), dan 40% untuk produk (UMK-K) dari hasil produksi dalam negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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